
BUPATI SLEMAN 

BUPATI SLEMAN 

PROVINS! DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN BUPATI SLEMAN 

NOMOR 7, I TAHUN 2014 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI SISTEM PEMBANGUNAN 

PARTISIPATIF-SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SLEMAN, 

Menimbang a. bahwa Program Nasional pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri Perdesaan Integrasi merupakan program 

pemerintah yang ditujukan untuk mengintegrasikan 

sistem pembangunan partisipatif ke dalam sistem 

pembangunan daerah; 

b. bahwa pengintegrasian sistem pembangunan partisipatif 

dirancang untuk mendorong dan menguatkan inisiatif 

daerah dalam melaksanakan pembangunan berbasis 

pemberdayaan masyarakat yang diselaraskan dengan 

kebijakan pemerintahan daerah sesuai dengan kondisi, 

karakteristik, kekhususan dan kebutukan daerah 

sehingga diharapkan memberikan ruang partisipasi 

masyarakat secara aktif dalam mengembangkan rumusan 

kebijakan yang berbasis pemberdayaan masyarakat; 



Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional 

· Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi 

Sistem Pembangunan Partisipatif-Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional Kabupaten Sleman Tahun 

Anggaran 2014; 

1 .  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 

12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembetukan Daerah-daerah 

Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/barat, dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 59); 

4 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 

tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07 /2009 

tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan 

Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan; 



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

Memperhatikan: a. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD 

tanggal 31  Maret 2010 perihal Panduan Teknis 

Perencanaan Pembangunan Desa; 

b. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/2207 /PMD 

tanggal 18 Mei 2010 perihal Panduan Teknis Integrasi 

Perencanaan Pembangunan; 

c. Surat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Kementerian Dalam Negeri Nomor 414.2/8509/PMD 

tanggal 16 Desember 2013 perihal Penetapan Lokasi 

PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN TA 2014;  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI SISTEM 

PEMBANGUNAN PARTISIPATIF-SISTEM PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN NASIONAL KABUPATEN SLEMAN TAHUN 

ANGGARAN 2014 

Pasal 1 

Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunari Partisipatif-Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2014 

sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 



Pasal 2 

Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri Perdesaan lntegrasi Sistem Pembangunan Partisipatif-Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2014 

merupakan dokumen yang memberikan panduan bagi pelaku Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dalam melaksanakan Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem 

Pembangunan Partisipatif-Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2014. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman. 

Ditetapkan di Sleman 

pada tanggal 6 Juni 2014 

[1BAT! SLEMA.l 
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Diudangkan di Sleman 

pada tanggal 6 Juni 2014 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SLEMAN, 

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 4 SERI E 


